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Abstrak: Keadilan  harus  ditegakkan. Tujuan  hukum  sejatinya  adalah untuk  mewujudkan keadilan,  kepastian hukum  dan 
kemanfaatan. Karena hukum  lahir dari ketentuan yang hidup  dalam  masyarakat, maka hukum  harus terus dibedah dan digali 
melalui upaya-upaya terobosan hukum  untuk  menggapai kemaslahatan demi tegaknya  keadilan.  Bagi hakim,  yang menjadi 
dilema  terkadang adalah pertentangan antara sisi keadilan  dan  sisi kepastian hukum.  Hakim  melalui  penerapan penemuan 
hukum,  berupaya mengedepankan keadilan  dengan memutuskan suatu  perkara  menyelisihi  dari apa  yang  telah  ditentukan 
undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan  menjelaskan mengenai penemuan hukum  oleh hakim dalam 
kewenangannya untuk  memutus suatu  perkara  di luar dari  apa  yang  telah  ditentukan oleh  undang-undang. Masalah  yang 
dianalisis  adalah mengenai penerapan contra  legem  dalam  putusan kasasi  Mahkamah agung  yang  memberikan hak  waris 
melalui wasiat  wajibah  pada ahli waris non  muslim dan  pemberian hak hadhanah untuk  ayah.  Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian  kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  putusan hakim yang 
bersifat contra  legem  sejatinya  adalah upaya hakim  melalui  penemuan hukum  untuk   mengkontekstualisasikan  hukum  itu 
sendiri demi mewujudkan keadilan. 
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Abstract: Justice must be maintained. The fundamental purpose of law is to create  justice, legal certainty and utility. Because 
law is born from the provision living in the society, then the law must continue to be dissected  and explored  through  the efforts 
of law breakthrough to reach the benefit for the sake of justice. For judges, the dilemma  sometimes  is the conflict between  justice 
and  legal certainty.  A Judge  through  the application of legal discovery  (rechtsvinding), seeks to promote justice by deciding  a 
case of disassembling  from what has been determined by law. This study aims to find out and explain the legal discovery by the 
judge in his authority  to decide  on matter’s beyond what is prescribed  and  determined by law. The problem  analyzed  was the 
application of contra legem in the verdict of the Supreme Court appropriating the rights of the heirs through  the wasiat wajibah 
mandate of the non-Muslim heirs and the granting of the right of hadhanah to the father. This study uses a qualitative  research 
method with normative juridical approach. The results of the study show that the verdict of the judge who is contra  legem is 
actually the attempt  by the judge through  the discovery of the law to contextualize  the law itself in order to realize justice. 







Dalam  praktek  Pengadilan, ada  3 (tiga) istilah yang 
sering  dipergunakan oleh  hakim  yaitu  penemuan hu- 
kum,  pembentukan hukum  atau  menciptakan hukum 
dan  penerapan hukum.  Diantara tiga istilah ini, istilah 
penemuan hukum  paling sering dipergunakan oleh ha- 
kim, sedangkan istilah pembentukan hukum  biasanya 
dipergunakan oleh lembaga pembentuk undang-un- 
dang.   Dalam perkembangan lebih lanjut, penggunaan 
ketiga  istilah  itu  saling  bercampur baur,  tetapi  ketiga 
istilah itu berujung  kepada pemahaman bahwa  aturan 
hukum yang ada dalam undang-undang tidak jelas, oleh 
karenanya diperlukan  suatu penemuan hukum  atau 
pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam 
memutus suatu perkara.1 
Sebagaimana dijelaskan  di  atas  dalam  memutus 
perkara  yang  tidak ada  pengaturannya dalam  suatu 
aturan   hukum,   hakim   menggali   atau   menciptakan 
hukum  yang  digali dari  nilai-nilai yang  hidup  dalam 
masyarakat. Hal tersebut  sama  dengan apa  yang 
diutarakan oleh salah satu maestro  hukum  Indonesia 
yaitu Satjipto Rahardjo. 
Satjipto  Rahardjo berpendapat  hukum  dapat  di- 
fungsikan sebagai  alat bagi masyarakat yang disebut- 
nya  dengan hukum  progresif.  Inti dari  hukum  pro- 
gresif terletak  pada  berpikir  dan  bertindak  progresif 
yang membebaskannya dari belenggu  teks dokumen 
hukum,  karena  pada  akhirnya  hukum  itu bukan  teks 
hukum,   melainkan  untuk   kebahagiaan  dan   kese- 
jahteraan manusia.2
 
1Abdul Manan,  Penemuan Hukum  oleh Hakim dalam  Praktek Hukum 
Acara di Peradilan  Agama, makalah,  disampaikan pada  Rakernas  Mahka- 
mah Agung RI di Balikpapan,  tanggal 10-14 Oktober 2010 
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Karenanya  hakim  dengan kewenangannya dapat 
memutuskan suatu perkara  di luar dari apa yang telah 
ditentukan undang-undang, selama  putusan tersebut 
dimaksudkan untuk keadilan,  kemanfaatan dan keba- 
hagiaan manusia. Dari sinilah kemudian muncul  apa 
yang disebut  dengan putusan contra  legem. 
Contra  legem  berasal  dari  bahasa latin  yang  be- 
rarti  menyelisihi   undang-undang,  kata   ini  dipakai 
untuk  mendeskripsikan putusan pengadilan yang 
bersifat menyelisihi dan  mengesampingkan peraturan 
perundang-undangan yang  ditetapkan pemerintah.3 
Dalam pengertian lain, contra legem didefinisikan 
sebagai  putusan pengadilan yang mengesampingkan 
peraturan perundang-undangan yang  ada,  sehingga 
hakim  tidak menggunakan sebagai  dasar  pertimban- 
gan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang- 
undang  sepanjang  pasal   undang-undang   tersebut 
tidak lagi sesuai  dengan perkembangan dan  rasa 
keadilan  masyarakat.4   Putusan contra  legem  berarti 
putusan  hakim   yang   mengeyampingkan peraturan 
perundang-undangan yang  telah  ada  sebagai  upaya 
mewujudkan keadilan. 
Selain  itu, pelaksanaan contra  legem  oleh  hakim 
dalam  memutus suatu  perkara  yang  belum  ada  pen- 
gaturannya atau  kurang  jelas aturannya, dipandang 
merupakan suatu pelaksanaan hukum  progresif  yang 
mana dalam ajaran hukum progresif tidak diperkenan- 
kan  untuk  terlalu positifis legalistik dalam  menjawab 
suatu   persoalan  hukum.   Diperlukan   upaya-upaya 
yang  progresif yang  memberikan suatu  kemanfaatan 
dan keadilan  bagi pihak pencari  keadilan. 
Peradilan Agama  sebagai  wujud  implementasi hu- 
kum dalam  sebuah sistem hukum  nasional  membutuh- 
kan perangkat hukum  memadai, sehingga  segala kepu- 
tusannya dapat memberi  keadilan  bagi pencari  hukum. 
Sebagai  pengadilan yang mempunyai wewenang untuk 
memeriksa memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan 
perkara  di tingkat pertama antara orang-orang yang be- 
ragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, 
wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah dan  ekonomi  syari’ah.5 
Pengadilan agama tentu saja akan selalu menerima 
perkara-perkara yang diajukan  oleh para  pihak dengan 
beragam peristiwa yang terjadi dalam  masyarakat yang 
menuntut dilekatkannya hukum yang adil, pasti dan ber- 
manfaat dalam penyelesaiannya. 
Sedangkan   Hakim    sebagai    pejabat   peradilan 




3Sebagaimana  dialihbahasakan secara  bebas  dari  website  US.Legal. 
com, http://www.definitions.uslegal.com/c/contralegem/, diakses pada  tang- 
gal 1 Maret 2016, jam 9.16 
4Tri Cahya  Indra  Permana, Reformatio  In Peius,  artikel,  dipublikasi- 
kan  pada  website  PTUN Surabaya, http://www.ptun-surabaya.go.id/index. 
php?view=article&id, diakses pada  tanggal 19 Februari 2016, jam 15.03. 
5Sesuai  bunyi Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang  Perubahan atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang 
Peradilan  Agama. 
untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan 
kepadanya,6  mempunyai peran yang besar dalam me- 
nemukan dan  menerapkan hukum  untuk  memenuhi 
asas  kemanfaatan dan  keadilan   bagi  pihak  pencari 
keadilan  yang nantinya termuat  dalam  pertimbangan 
hukum  pada  putusan-putusannya. 
Di Indonesia, misi suci lembaga peradilan bukan 
untuk  menegakkan hukum  demi  hukum  itu sendiri, 
sebagaimana disebutkan oleh Oliver Wendell Holmes, 
“The supreme court is not court of justice, it is a court 
of law”, melainkan untuk  menegakkan hukum  demi 
keadilan, baik bagi individu, maupun bagi masyarakat, 
bangsa  dan  negara, bahkan keadilan  yang dimaksud 
adalah keadilan  “Demi Tuhan  Yang Maha Esa”.7 
Beragamnya perkara  yang masuk  dan  dimintakan 
penyelesaiannya  oleh  pengadilan agama  membuat 
putusan pengadilan agama  dalam  hal  ini  berperan 
langsung  maupun tidak  langsung  dalam   pembaha- 
ruan  hukum  Islam,  karena  materi hukum  dalam  fiqh 
tidak  sesuai  lagi  apabila   diterapkan  secara   mutlak 
dalam  suatu  kasus, sedangkan peraturan perundang- 
undangan meskipun  secara  implisit telah  mengatur, 
tetapi dipandang belum  lengkap  dan  untuk beberapa 
kasus bahkan sama  sekali belum  memberikan aturan 
yang tegas terkait kasus tersebut. 
Sebagai  gambaran yang  menarik  mengenai pen- 
emuan hukum  oleh  hakim  di  lingkungan   peradilan 
agama yang  melahirkan putusan contra  legem,  ada- 
lah putusan kasasi Nomor  16 K/AG/2010,  dalam  pu- 
tusan tersebut,  Majelis Hakim tingkat kasasi memutus- 
kan untuk memberikan kepada ahli waris non muslim 
bagian  dari  harta  peninggalan berdasarkan lembaga 
wasiat wajibah.  Putusan ini oleh banyak  pihak diang- 
gap menyimpangi ketentuan hukum Islam, berkenaan 
dengan mawani’  al-irtsi,  yang  selanjutnya diadopsi 
oleh  Pasal  171  huruf  b dan  c Kompilasi  Hukum  Is- 
lam. 
Putusan lain yang menarik  untuk dianalisa  adalah 
putusan Kasasi Nomor  110  K/AG/2007 yang  memu- 
tuskan untuk menyerahkan hak hadhanah untuk anak 
yang  belum  mumayyiz  kepada ayah  anak  tersebut. 
Putusan ini jelas menyimpangi ketentuan hukum  Is- 
lam yang telah dengan tegas menyatakan kedudukan 
dan hak hadhanah atas seorang anak yang belum mu- 
mayyiz adalah berada di tangan  ibu anak tersebut. 
Putusan kasasi Nomor  16 K/AG/2010 sebenarnya 
bukan  merupakan putusan awal  yang  menyimpangi 
ketentuan  mengenai  mawani’   al-irtsi,  karena   pada 
tahun  1999,    majelis hakim  tingkat kasasi  juga telah 




6Ahmad  Rifai,Penemuan Hukum  oleh Hakim dalam  Perspektif Hukum 
Progresif..., h.2 
7Habiburrahman, Bunga Rampai Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana, 
2015), h.35




kepada ahli  waris  non  muslim  melalui  mekanisme 
wasiyat wajibah.8  Dalam menentukan pemberian wa- 
siat wajibah  bagi ahli waris non  muslim,  majelis ha- 
kim tingkat kasasi sebenarnya telah melakukan ijtihad 
(penemuan hukum)  di satu sisi, yang mana  berdasar- 
kan  teks yang  ada  baik menurut Al-Qur’an  maupun 
hadis,  ahli waris non  muslim  terhalang  untuk  mem- 
peroleh  warisan  dari pewaris yang muslim dan dalam 
Kompilasi Hukum  Islam aturan  wasiat wajibah  hanya 
diperuntukkan bagi orangtua angkat yang sudah 
meninggal  begitu  juga  sebaliknya,  karenanya dapat 
disimpulkan  penemuan hukum  yang  dilakukan  oleh 
majelis hakim  tingkat kasasi,  adalah suatu  terobosan 
hukum  yang mengarah kepada putusan yang bersifat 
contra  legem. 
Dalam  hal ini, Ahmad  Ali MD menelaah putusan 
ini dengan menyebutkan bahwa   penemuan hukum 
yang  dilakukan  oleh  majelis hakim  tingkat kasasi  di- 
lakukan  dengan menggunakan metode yuridis sosiol- 
ogis, dengan mengambil pendapat Hazairin,  dimana 
Hazairin  sendiri  mengadopsi pendapatnya  dari  Ibn 
Hazm  dengan mendasarkan pemikiran  bahwa  Islam 
adalah  agama  yang   rahmatan lil’alamin,   menjun- 
jung tinggi  asas kesetaraan, asas keadilan  berimbang, 
asas kepastian (kemutlakan), asas individual, dan asas 
bilateral. Dengan  kata lain metode penemuan hukum 
yang  digunakan dalam   putusan  Mahkamah  Agung 
tentang  pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non 
muslim adalah asas lex generalis dengan mengesamp- 
ingkan  asas  lex specialis (nas waris, baik Qur’an  dan 
hadis yang bersifat tafsili).9 
Apabila ditelaah  dari sudut pandang hukum  Islam, 
penulis melihat majelis hakim tingkat kasasi dalam pu- 
tusan  ini telah  melakukan terobosan hukum  melalui 
ijtihad, dengan mengedepankan aspek keadilan  dari- 
pada  aspek kepastian hukum.  Sebagaimana diketahui 
keadilan  selalu bersifat kasuistis, karena  menghendaki 
adanya keseimbangan antara dua  pihak  atau  lebih, 
sedangkan  kepastian hukum   bersifat  general,   yang 
menghendaki adanya kesamaan pada  semua  kasus. 
Keadilan  sendiri  berada dalam  ranah   hukum  taklifi 
yang memungkinkan seorang hakim dapat melakukan 
terobosan hukum,  pun yang bersifat contra  legem. 
Meskipun dalam pertimbangan hukumnya, majelis 
tingkat  kasasi  mendasarkan  pertimbangannya  den- 
gan  mengutip pendapat  ulama   Islam  kontemporer 
Yusuf Al Qardhawi, berkaitan  dengan pendefinisian 




8Sebagaimana dapat  dilihat dalam  Putusan  Mahkamah  Agung RI No- 
mor 51 K/AG/1999  tanggal 29 September  1999. 
9Ahmad  Ali MD, Argumen Wasiyat Wajibah bagi Ahli Waris Non Mus- 
lim sebagai  Satu Alternatif mendapatkan Hak Waris, artikel, dimuat  dalam 
Jurnal  Mumbar  Hukum  dan  Peradilan,  edisi No.77,  2013,  (Jakarta  :Pusat 
Pengembangan Hukum  Islam dan  Masyarakat  Madani  PPHIMM, 2013), 
h.73-74 
dalam mawani’al-irtsi, tetapi sejatinya penulis men- 
ganggap majelis  tingkat  kasasi  lebih  menggunakan 
pertimbangan  yang   mengarah kepada  pandangan 
fiqh  minoritas   sebagaimana  dikemukakan oleh  Ibn 
Hazm, al-Thabari, dan Muhammad Rasyid Ridha, 
tentang  wasiat  wajibah  bagi  ahli waris  non  muslim, 
sebagaimana dikutip  oleh  Wahbah al-Zuhayli  dalam 
Kitab Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh.10 
Sedangkan dalam  putusan kasasi  Nomor  110  K/ 
AG/2007,  pertimbangan majelis hakim  tingkat band- 
ing  yang   mendasarkan  pertimbangan  putusannya 
pada   Ketentuan   Pasal  105  Kompilasi  Hukum  Islam 
yang merupakan  prinsip-prinsip  dasar  hadhanah da- 
lam  hukum  Islam,  yang  menentukan bahwa   dalam 
hal terjadi perceraian maka  pemeliharaan anak   yang 
belum   mumayyiz   atau   belum   berumur  12   tahun 
adalah  hak  ibunya,    telah 
dibatalkan oleh  majelis hakim  tingkat  kasasi  den- 
gan  mengeyampingkan ketentuan Pasal  105  Kompi- 
lasi  Hukum   Islam  tersebut,   dan   mengadili   sendiri 
dengan mendasarkan pertimbangannya kepada 
kemaslahatan bagi  anak.   Putusan ini,  oleh  penulis 
dianggap juga  sebagai  mengedepankan  aspek  kea- 
dilan dibanding aspek  kepastian hukum,  dan  majelis 
hakim  tingkat  kasasi  dalam  hal  ini telah  melakukan 
penemuan hukum  yang  menghasilkan putusan yang 
bersifat contra  legem. 
 
Rumusan Masalah 
1. Bagaimana proses  penemuan hukum  oleh  hakim 
di lingkungan  peradilan agama dan apa yang men- 
jadi dasar  penerapan contra  legem pada  suatu pu- 
tusan dalam  suatu perkara? 
2. Apa dan  bagaimana pertimbangan hukum  hakim 
dalam  putusan kasasi Nomor  16 K/AG/ 2010  dan 
Putusan kasasi Nomor 110 K/AG/2007 yang meru- 
pakan  putusan contra  legem di lingkungan  peradi- 
lan agama? 
 
Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menggambarkan proses 
penemuan hukum  oleh hakim di lingkungan  pera- 
dilan agama, serta menjelaskan alasan-alasan apa 
saja  yang  menjadi  dasar  hakim  ketika  memutus 
suatu  perkara  di luar dari apa  yang telah ditentu- 
kan undang-undang (contra  legem). 
2.  Untuk   menganalisis  putusan  kasasi   Nomor   16 
K/AG/ 2010  dan  putusan kasasi  Nomor  110  K/ 
AG/2007  yang merupakan putusan contra  legem, 
sebagai   penerapan dari  penemuan hukum   oleh 




10Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz VIII, (Beirut : 
Dar al-Fikr,1989), h.122




pertimbangan hukum  hakim. 
 
Landasan Teori 
Istilah hakim mempunyai dua pengertian, yaitu 
pertama adalah orang  yang  mengadili  suatu  perkara 
di  pengadilan, dan  pengertian kedua  adalah orang 
yang  bijak.11  Pengertian pertama adalah pengertian 
yang berkaitan  langsung  dengan profesi hakim  seba- 
gai pejabat peradilan negara  yang  diberi  wewenang 
oleh  undang-undang untuk  mengadili  suatu  perkara 
yang dihadapkan kepadanya.12   Sedangkan dalam 
Undang-Undang Nomor  7 tahun  1989  tentang  Pera- 
dilan Agama,  hakim disebutkan sebagai  pejabat yang 
melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.13 
Sebagai  pejabat yang melaksanakan tugas kekua- 
saan kehakiman, hakim dianggap mengetahui hukum 
atas semua  perkara  yang dihadapkan kepadanya. Hal 
ini sesuai  dengan yang  telah  ditentukan dalam  Pasal 
10 ayat  (1) Undang-Undang Nomor  48 Tahun  2009 
tentang  Kekuasaan Kehakiman  yang menyebutkan 
bahwa: 
“Pengadilan dilarang  menolak   untuk  memeriksa, 
mengadili,  dan memutus suatu perkara  yang diajukan 
dengan dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang 
jelas, melainkan wajib untuk  memeriksa dan  menga- 
dilinya ” . 
Menurut Bagir Manan, ada beberapa asas yang da- 
pat disarikan  dari maksud  Pasal 10 ayat (1) Undang- 
Undang  Nomor  48 Tahun  2009,  yaitu: 
1.    Untuk menjamin kepastian hukum  bahwa  setiap 
perkara yang diajukan  ke   pengadilan akan dipu- 
tus. 
2.    Untuk  mendorong hakim  melakukan penemuan 
hukum. 
3.  Sebagai  perlambang kebebasan hakim dalam 
memutuskan perkara. 
4.    Sebagai   perlambang  hakim   tidak  selalu  harus 
terkait secara harafiah pada peraturan perundang- 
undangan yang ada.  Hakim dapat memperguna- 
kan  berbagai cara  untuk  mewujudkan peradilan 
yang benar  dan adil. 
Bagir  Manan   menganggap penguasaan  metode 
penerapan hukum   oleh  hakim  dalam   menjalankan 
tugas  kekuasaan  kehakiman sangat  penting   karena 




11Dikemukakan oleh  Hasbi  As-Shiddiqie,  sebagaimana dimuat  dalam 
H.Dudu Daswara Machmudin, “Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus 
Suatu Perkara di Pengadilan”, Majalah Hukum Varia Peradilan  Edisi Nomor 
251 Bulan Oktober 2006, IKAHI, Jakarta,  2006, h.52, sebagaimana dikutip 
dalam Ahmad Rifai, “Penemuan Hukum oleh Hakim..., h. 2 
12Sesuai  bunyi  Pasal  1 butir  8 KUHAP, sedangkan  frasa  “mengadili” 
menurut  butir (9) dalam  Pasal ini adalah  “serangkaian tindakan  hakim un- 
tuk menerima,  memeriksa  dan  memutus  perkara  pidana  berdasarkan asas 
bebas,  jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan” 
13Sesuai   Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pera- 
dilan Agama 
 
a.   Hukum  tidak pernah lengkap; 
b.   Hukum  adalah pranata abstrak  dan  hanya  dapat 
diterapkan secara wajar dengan menggunakan 
metode penerapan tertentu; 
c.   Hakim bukan mulut undang-undang, dan bahkan 
bukan  mulut  hukum,  melainkan mulut  keadilan 
yang wajib memutus menurut hukum.14 
 
Berkaitan  dengan sebab  kedua  dan  keempat dari 
isi Pasal 10 di atas,  perlu juga hendaknya dihubung- 
kan isi dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  yang 
menentukan bahwa:   “Hakim  dan  hakim  konstitusi 
wajib  menggali,   mengikuti,   dan   memahami   nilai- 
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat”. Selanjutnya dalam  penjelasan pasal 
tersebut  juga  disebutkan: “Ketentuan ini dimaksud- 
kan agar  putusan hakim  dan  hakim  konstitusi sesuai 
dengan hukum  dan rasa keadilan”. 
Jika dimaknai  kata “menggali”  tersebut,  dapatlah 
diasumsikan  bahwa   sebenarnya hukumnya sudah 
ada,  tetapi  masih  tersembunyi, sehingga  untuk  men- 
emukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan 
menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat 
tersebut,  kemudian mengikutinya dan selanjutnya mema- 
haminya agar putusannya itu sesuai dengan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat.15 
Adapun  penemuan hukum,  menurut Soedikno 
Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai  proses 
pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum 
lainnya,  yang ditugaskan untuk penerapan peraturan 
hukum  umum  pada  peristiwa  hukum  kongkrit. Jadi, 
penemuan hukum   dapat  dikatakan sebagai   proses 
konkretisasi atai individualisasi peraturan hukum (das 
sollen) yang  bersifat umum  dengan mengingat  akan 
peristiwa kongkrit (das sein) tertentu.16 
Dengan   demikian,   selain  hakim  ada   unsur  lain 
yang  juga bisa  menemukan hukum,  yakni salah  sa- 
tunya   adalah ilmuwan   hukum.   Hanya   saja,  kalau 
penemuan   hukum   oleh    hakim   menjadi   hukum 
(dalam    istilah   lain  yurisprudensi), karena  ia  akan 
menjadi  preseden bagi hakim  lain dalam  kasus yang 
sama,  akan  tetapi hasil penemuan hukum  oleh ilmu- 
wan  hukum  bukanlah hukum  melainkan ilmu  atau 
doktrin.17 
Sumber  utama  dalam  penemuan hukum  yang 





14Bagir  Manan,  Menjadi Hakim  yang  Baik, (Jakarta:  Pusdiklat  Teknis 
Peradilan  MA-RI, 2008), h.8-9 
15Ahmad  Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim..., h. 7 
16Sudikno  Mertokusumo, Penemuan Hukum...,  h.37 
17Jaenal Aripin, Peradilan  Agama dalam  Bingkai Reformasi Hukum  di 
Indonesia,  (Jakarta:  Kencana, 2008), h.126




dang-undangan, hukum   kebiasaan, yurisprudensi, 
perjanjian internasional, kemudian doktrin. Dalam 
ajaran   penemuan hukum,   undang-undang  dipriori- 
taskan  dari  pada  sumber  hukum  yang  lain.  Jikalau 
hendak mencari  hukumnya, arti sebuah kata,  maka 
dicari terlebih dahulu  dalam  undang-undang, karena 
undang-undang bersifat autentik, dan lebih menjamin 
kepastian hukum. 
Para  ahli filsafat hukum  memang berbeda penda- 
pat mengenai apakah hakim mempunyai peran untuk 
menemukan hukum,  yang selanjutnya kadang  berarti 
akan  menyimpangi undang-undang. Berdasarkan 
aliran legisme atau  disebut  juga positivisme  undang- 
undang yang  mendasarkan pikirannya  kepada pan- 
dangan Montesquieu dan Kant, undang-undang ada- 
lah satu-satunya sumber  hukum  positif, oleh  karena 
itu  demi  kepastian hukum,   demi  kesatuan hukum, 
dan demi perlindungan hukum bagi kebebasan warga 
negara  dari ancaman kebebasan hakim, maka  hakim 
harus berada dibawah dan tunduk  terhadap undang- 
undang.18 
Akan tetapi  berdasarkan pandangan mazhab  his- 
toris dan  aliran  Freirechtbewegung, karena  undang- 
undang  dianggap  tidak   lengkap,   hakim   diharap- 
kan   dapat  menyesuaikan undang-undang  dengan 
keadaan, hakim tidak semata-mata mengabdi kepada 
kepastian hukum,  melainkan juga harus  merealisasi- 
kan keadilan.19 
Penemuan hukum  dalam  perspektif  hukum  Islam 
sedikit berbeda dengan penemuan hukum  pada   um- 
umnya.    Hal  ini  didasarkan  pada   sumber   hukum 
yang berbeda serta tahapan dalam penemuan hukum 
tersebut. Namun demikian, paling tidak, penemuan 
hukum   dalam   perspektif  hukum.20 
Islam, yang selanjutnya disebut dengan ijtihad, 
memiliki dua  tujuan  utama  yang  sama  dengan pen- 
emuan hukum   pada   umumnya, yaitu  menemukan 
hukum  dan menerapkannya pada  kasus in concreto. 
Ijtihad didefinisikan sebagai upaya menemukan 
hukum  dengan  menggunakan potensi-potensi yang 
dimiliki, berupa kecerdasan akal, kehalusan rasa, 
keluasan   imajinasi,  ketajaman intuisi,  dan  kearifan. 
Ijtihad dimaksudkan sepenuhnya untuk  menemukan 
hukum  yang  seadil-adilnya, sesuai  dengan tuntunan 
syariat.21 
Pada   dasarnya  ijtihad  terbagi  atas  dua   bentuk, 
bentuk   pertama adalah ijtihad  fi takhrij  al  ahkam, 




18Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, 
(Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka,2010), h.212. 
19Muhsin Asyrof, Asas-asas Penemuan Hukum...,  h.73-86 
20M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan  Hakim,  (Yogyakarta  : UII 
Press, 2014), h.25. 
21A. Djazuli, Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hu- 
kum Islam, (Jakarta  : Kencana,2006), h.71 
sumbernya, ijtihad ini berarti hanya  menetapkan atau 
mengeluarkan hukum  dari suatu  sumber  hukum  dan 
menerapkannya ke peristiwa  in concreto  tanpa  meli- 
hat kondisi   atau  dinamika  masyarakat yang   meling- 
kupi peristiwa 
tersebut.   Bentuk  ijtihad  kedua   adalah, ijtihad  fi 
tathbiq al ahkam, yakni ijtihad untuk menerapkan hu- 
kum pada  peristiwa kongkrit, dengan memperhatikan 
kondisi atau  dinamika  hukum  yang ada pada  saat itu, 
sehingga  penerapan hukum  terhadap peristiwa kong- 
krit dapat berjalan  secara efektif. Ijtihad bentuk kedua 
ini kemudian yang dianggap sebagai  yang paling rel- 
evan  dengan kebutuhan hukum  dan  dapat menjadi 
landasan bagi hakim  pengadilan agama dalam  men- 
emukan hukum  dan  kemudian menjatuhkan putusan 
dengan pertimbangan keadilan  dan kemaslahatan. 
Dalam  konsep  peradilan Islam, khalifah Umar  bin 
Khattab telah memberikan sepuluh petunjuk  berkaitan 
dengan penyelenggaraan peradilan yang  baik,  salah 
satu dari sepuluh  petunjuk  tersebut  berbunyi  sebagai 
berikut: “Apabila suatu perkara  belum jelas hukumnya 
dalam Al-Qur’an dan Hadis, maka putuslah dengan 
mempertimbangkan nilai-nilai hukum  yang hidup  da- 
lam masyarakat, serta menganalisa dan menganalogi- 
kan  perkara  tersebut  dengan perkara  lain yang  telah 
diputus  pada  masa  lalu”.22 
Dalam konteks penemuan hukum dalam perspektif 
hukum  Islam, dikenal  juga istilah pembaruan hukum 
Islam, atau  juga disebut  tajdid. Pembaruan dalam  hu- 
kum Islam, dapat diartikan sebagai  upaya  secara indi- 
vidual maupun kolektif pada kurun dan situasi tertentu 
untuk mengadakan perubahan di dalam  persepsi  dan 
praktek keislaman yang telah mapan (estasblished) 
kepada pemahaman dan pengamalan baru.23 
Mengutip Satria Effendi M. Zein, Toha Andiko 
mengemukakan substansi  pembaruan adalah upaya 
mengembalikan kepada  posisi  semula  (i’adah)  dan 
menghidupkan kembali  (ihya’).  Kedua  kata  tersebut 
mengandung pengertian berikut: 
a. Menguji pemahaman dan  pengamalan agama 
dengan Al-Qur’an dan  sunnah, yakni pemahaman 
yang telah kehilangan arah  sehingga  menyimpang 
dari sumbernya, yang bisa jadi dikarenakan dalam 
rentang  waktu   seratus  tahun,  berbagai faktor san- 
gat  mungkin  mempengaruhi manusia, mulai  dari 
faktor  subyektif berupa kebodohan dan  egoisme, 
maupun faktor obyektif seperti waktu, tempat  dan 
lainnya.  Oleh  sebab  itu, ijtihad  dalam  pengertian 
menguji  kembali setiap pemahaman umat  dengan 
standar  kebenaran yang tidak pernah usang,  yakni 
Al-Qur’an dan sunnah, sangat  penting  dilakukan. 
 
 
22Bagir Manan, Menjadi Hakim yang Baik ..., h. 17. 
23A.Malthuf  Siroj,  Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia:   Telaah 
Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), h.21




b.  Tathwir (pengembangan dalil atau  sumber  hukum 
Islam).  Seperti  mengembangkan  pengertian dari 
lafal ‘am yang terdapat pada  suatu ayat dan hadis 
yang  mungkin  saja  baru  sebagian pengertiannya 
yang   terangkat   ke  permukaan,  dan   karenanya 
masih memungkinkan untuk mengembangkan 
pengertian  lafaz  tersebut   sebagai   dalil  hukum. 
Juga  dengan metode takhrij al-ahkam  ‘ala aqwal 
al-‘ulama’ (mengeluarkan hukum  atas suatu peris- 
tiwa baru dengan mengambil inspirasi dari penda- 
pat ulama  yang sudah  ada).24 
 
Dalam  konteks  pembaruan hukum  Islam baik  di 
tingkat nasional  maupun di tingkat Internasional, se- 
lain  melalui  proyeksi  penyusunan ensiklopedi   fiqh, 
pembentukan undang-undang, fatwa,  kajian  ilmiah 
dan  penelitian,  termasuk  yang  ikut  berperan adalah 
putusan pengadilan.25 
Salah   satu   sebab   putusan pengadilan berperan 
dalam  pembaruan   hukum    Islam   adalah   karena 
materi  hukum  dalam  fiqh  tidak  sesuai  lagi apabila 
diterapkan dalam  suatu  kasus yang  dimintakan pe- 
nyelesaiannya   ke pengadilan sedangkan peraturan 
perundang-undangan sudah  mengatur, tetapi  belum 
lengkap  atau  sama  sekali belum  mengatur padahal 
kebutuhan sangat  mendesak. 
Oleh karena itulah hakim dituntut untuk mampu 
melakukan penemuan hukum dengan cara berijtihad. 
Hasil  dari  penemuan hukum  oleh  hakim  di penga- 
dilan  agama dapat dilihat  dari  munculnya putusan- 
putusan tentang  wasiat wajibah,  ahli waris pengganti, 
dan  beberapa hal baru  dalam  perkawinan, perwaka- 
fan dan  hibah,  yang kesemuanya itu merupakan hal 




Jenis  penelitian  ini termasuk  dalam  kategori  jenis 
penelitian  hukum  normatif.27  Karena   penelitian     ini 
lebih       menitiktekankan kepada  sumber   informasi 
yang  berasal  dari    peraturan perundang-undangan 
dan      peraturan- peraturan lain yang  masuk  dalam 
kategori  sumber  hukum,  putusan hakim,  buku-buku 
hukum,  jurnal,  makalah, surat  kabar,  serta  literatur- 






24Toha  Andiko, Peluang  dan  Tantangan Ijtihad dalam  Pembaruan Hu- 
kum  Islam,  artikel  dimuat  dalam  Jurnal  Nuansa,   Program  Pascasarjana 
STAIN Bengkulu, Vol. I No.2 September  2010, h.180,  sebagaimana dikutip 
dalam  A.Malthuf Siroj, Pembaharuan Hukum  Islam di Indonesia...,  h.22- 
23. 
25Lihat, Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia  : Tinjauan 
dari aspek Metodologis,  Legalisasi dan Yurisprudensi, (Jakarta:  PT RajaG- 
rafindo Persada,  2007), h.185-199. 
26Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia...,  h.203 
Pembahasan 
1. Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum 
Islam. 
Penemuan hukum  dalam  perspektif  hukum  Islam 
memiliki dua  tujuan  utama  yang  sama  dengan pen- 
emuan hukum   pada   umumnya, yaitu  menemukan 
hukum  dan  menerapkannya pada  kasus in concreto. 
Dalam  konteks  hukum  Islam, dikenal  metode pene- 
muan  hukum  dalam  bentuk  ijtihad, dan istimbath.28 
Metode   istimbath   adalah  cara-cara menetapkan 
(mengeluarkan)  hukum   Islam  dari  dalil  nash,   baik 
dari   ayat-ayat  Al-Qur’an   maupun  dari   as-Sunah, 
yang lafazh (perkataannya) sudah  jelas/pasti (qoth’i). 
Jalan  istimbath  ini memberikan kaidah-kaidah yang 
bertalian  dengan pengeluaran hukum  dari dalil. 
Adapun   pada   metode ijtihad,  hukum  islam  diu- 
payakan untuk digali dan dielaborasi dengan perenun- 
gan  yang  mendalam dengan menggunakan seluruh 
potensi  yang  dimiliki, sehingga  dalam  menemukan 
hukum,  ijtihad diharapkan dapat menemukan hukum 
yang seadil-adilnya, yang sesuai dengan tuntunan 
syariat.29   Tujuan  esensial ijtihad adalah mewujudkan 
maqashid al-syariah,  mewujudkan kemaslahatan ma- 
nusia di dunia  dan di akhirat sekaligus.30 
A. Mukti Arto secara  tegas  menyebutkan bahwa 
ijtihad merupakan bagian  tak terpisahkan dari tugas- 
tugas hakim secara utuh. Hakim harus memiliki buda- 
ya ijtihad dan  ijtihad harus  menjadi  budaya hakim.31 
Dalam konteks ijtihad, maka penemuan hukum  Islam 
oleh  hakim  bertujuan untuk  memperoleh  rumusan 
hukum    terapan baru    yang    tepat    guna  menyele- 
saikan sengketa/perkara melalui putusan hakim yang 
mampu mewujudkan cita hukum  maqasid al-syariah 
dan  dijiwai  dengan ruh  keadilan   sehingga   mampu 
memberi  perlindungan hukum  dan  keadilan  kepada 





27Penelitian  hukum  normatif disebut juga dengan  istilah penelitian  hu- 
kum kepustakaaan, menggunakan istilah Soerjono  Soekanto  dan  Sri Ma- 
mudji. Menurutnya,  penelitian  hukum  normatif  atau  kepustakaan tersebut 
mencakup  penelitian  terhadap asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf 
sinkronisasi vertikal dan  horizontal,  perbandingan hukum  dan  sejarah  hu- 
kum. Lihat, Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Nor- 
matif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo  Persada  Press, 2003), 
h.15.  Penelitian  hukum  normatif juga diistilahkan oleh Soetandyo Wignjo- 
soebroto sebagai penelitian doktrinal, lihat Bambang  Sunggono, Metodologi 
Penelitian Hukum, (Jakarta:  PT RajaGrafindo  Persada,  2006), h.42 
28Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum...,  h.104 
29A. Djazuli, Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hu- 
kum Islam, (Jakarta:  Kencana, 2006), h.71. 
30Sebagaimana pembahasan Al-Syathibi dalam karyanya yang terkenal 
al-Muwafaqat  fi Ushul al-Syariah  mengenai  konsep  Maqashid  al Syariah, 
dikutip dalam  A. Malthuf Siroj, Pembaharuan Hukum  Islam di Indonesia  : 
Telaah Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2012), h.40 
31A. Mukti Arto, Het Beleid Van De Rechter dan Upaya Penegakan UU 
PKDRT oleh Hakim di Lingkungan  Peradilan  Agama, artikel, dalam  Jurnal 
Mimbar Hukum  dan  Peradilan,  Edisi No.77  2013  (Jakarta:  PPHIM, 2013), 
h.41-42. 
32A.Mukti Arto, Penemuan Hukum demi Mewujudkan Keadilan, artikel, 
dimuat dalam website PTA Jambi, www.pta-jambi.go.id, diakses pada  tang- 
gal 2 Maret 2017
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Pada  dasarnya penerapan Ijtihad  terbagi menjadi 
dua bentuk  penerapan, yakni :33 
-     Ijtihad  fi takhrij  al ahkam 
Ijtihad  ini adalah penerapan ijtihad  dengan cara 
mengeluarkan hukum-hukum dari  sumbernya. Kar- 
enanya ijtihad ini pada  dasarnya hanya  menetapkan 
atau  mengeluarkan hukum  dari suatu sumber  hukum 
untuk  kemudian menerapkannya  ke  peristiwa  atau 
fakta in concreto  tanpa  melihat  kondisi atau  dinami- 
ka masyarakat yang  ada  saat  diterapkannya hukum 
tersebut. 
 
-     Ijtihad  fi tathbiq al ahkam. 
Ijtihad ini adalah untuk  menerapkan hukum  pada 
peristiwa  konkrit,  tetapi  selain mengeluarkan hukum 
dari  sumbernya, berbeda dengan Ijtihad  fi takhrij al 
ahkam, jenis ijtihad  ini juga  memperhatikan  kondisi 
atau dinamika  hukum yang ada pada  saat itu, sehing- 
ga penerapan hukum terhadap suatu peristiwa konkrit 
dapat berjalan  secara  efektif. 
Ijtihad sebagai  salah  satu  metode dalam  melaku- 
kan penemuan hukum  berdasarkan hukum  Islam 
memiliki beragam cara  atau  metode. Berikut ini be- 
berapa bentuk   metode ijtihad  yang  dikenal  dalam 
khazanah hukum  Islam: 
 
-   Ijma’ 
Ijma’ adalah kesepakatan, persetujuan atau  perse- 
suaian  pendapat para  ahli/mujtahid mengenai suatu 
masalah hukum  syara’  sesudah wafatnya  Nabi  Mu- 
hammad. Ijma’ dalam  konteks  hukum  saat ini cukup 
sulit untuk diterapkan, mengingat  keragaman budaya, 
asal-usul, pemikiran, dan kenyataan sosiologis lainnya 
yang menyebabkan para  ulama  sulit untuk mencapai 
ijma’ hakiki.34 
 
-   Qiyas. 
Secara  bahasa, qiyas  berarti  al-taqdir  wa  al-tas- 
wiyah  (menduga dan  mempersamakan), dan  secara 
istilah qiyas berarti  taswiyat  al-far’i ila al-ashl  (mem- 
persamakan cabang  kepada pokok).35   Dalam bahasa 
hukum  dikenal  dengan istilah analogi  (argumentum 
per analogiam), yaitu menyamakan hukum  suatu  hal 
atau  peristiwa  yang  tidak  terdapat   ketentuannya di 
dalam  al-Qur’an  dan  sunnah Nabi  dengan hal  atau 
peristiwa  lain yang  sudah  ada  hukumnya, dikarena- 
kan di antara keduanya terdapat kesamaan illat (pe- 





33A.Djazuli, Ilmu Fiqh : Penggalian,  Perkembangan, dan Penerapan Hu- 
kum Islam..., h.73. 
34Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan  Hakim..., h.120-124. 
35Imam   Syaukani,   Rekonstruksi   Epistemologi   Hukum   Islam  Indo- 
nesia  dan  Relevansinya   bagi  Pembangunan Hukum  Nasional,  (Jakarta: 
PT.RajaGrafindo Persada,  2006), h.54. 
-   Maslahah Mursalah. 
Wahbah Zuhayli  mendefinisikan maslahah  mur- 
salah sebagai upaya  menemukan hukum dari bebera- 
pa sifat yang sejalan dengan tujuan syara, tetapi tidak 
ada dalil tertentu  dari syara’ yang membenarkan atau 
menggugurkannya,  dan   dengan  ditetapkannya hu- 
kum padanya akan  tercapai  kemaslahatan dan  terto- 
lak kerusakan dari manusia.36   Abdul Manan menyim- 
pulkan maslahah mursalah  sebagai  sesuatu  yang baik 
menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujud- 
kan  kebaikan   atau  menghindarkan  keburukan bagi 
manusia,  selaras  dan   sejalan  dengan tujuan   syara 
dalam  menetapkan hukum,  serta  tidak ada  petunjuk 
syara’ yang mengakui atau  membatalkannya.37 
 
-    Istihsan. 
Istihsan berarti  mengambil ketetapan yang  dipan- 
dang  lebih baik  sesuai  tujuan  hukum  Islam, dengan 
jalan meninggalkan dalil khusus untuk kemudian 
mengamalkan dalil umum.38     Dasar pertimbangan 
ulama  dalam  menetapkan hukum  dengan istihsan 
adalah terwujudnya tujuan hukum yang hendak dica- 
pai untuk  kepentingan umat,  atau  dengan perkataan 
lain yang  menjadi  dasar  pertimbangan istihsan  ada- 
lah  terealisasi  dan  terpeliharanya kemaslahatan dan 
kepentingan umat  sebagai  tujuan  syariat (maqaashid 
al-Syar’iy).39 
 
-    Istishab. 
Secara bahasa Istishab didefinisikan sebagai thalab 
al-shuhbah wa  istimraaruha (tuntutan pemeliharaan 
dan melanjutkannya).40 Istilah istishab kemudian diar- 
tikan dengan upaya  melangsungkan berlakunya hu- 
kum yang telah ada  karena  belum  adanya ketentuan 
lain yang membatalkannya. 
 
-   ‘Urf. 
‘Urf merupakan sesuatu  yang  dikenal  oleh  orang 
banyak  dan  dikerjakan, baik berupa perkataan, per- 
buatan maupun keengganan.41 ‘Urf atau dalam baha- 
sa ini dikenal dengan istilah adat  istiadat adalah kebi- 
asaan-kebiasaan, nilai-nilai  kearifan,   dan   keyakinan 
- keyakinan    yang    dianut    oleh    suatu  masyarakat 
pada  waktu dan  tempat  tertentu.  ‘Urf dapat menjadi 
hukum  bila substansinya tidak bertentangan dengan 





36Wahbah Zuhaili, Ushl al Fiqh al Islam, (Beirut; Dar alFikr alMuasir, 
1986),  h.757,  sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan,  Reformasi Hukum 
Islam di Indonesia,(Jakarta: PT. RajaGrafindo  Persada,  2007), h.266 
37Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia...,  h.267 
38Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum...,  h.155 
39Iskandar  Usman, Istihsan dan  Pembaharuan Hukum  Islam, (Jakarta: 
PT. RajaGrafindo  Persada,  1994), h.67 
40Imam Syaukani,  Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam..., h.54. 
41Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum...,  h.156
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perkara  perlu  untuk  memperhatikan kelaziman  atau 
adat  istiadat  yang dianut  masyarakat setempat, kare- 
na boleh jadi adat istiadat tersebut  tidak bertentangan 
dengan syara’  dan  bahkan dapat memberikan kon- 
tribusi bagi perkembangan hukum  positif dan  hukum 
Islam.42 
 
2.   Penerapan Contra Legem dalam  Putusan 
Hakim di Lingkungan Peradilan Agama. 
Dalam  menjalankan tugas  pokoknya untuk  me- 
meriksa,  mengadili,  dan  memutuskan suatu  perkara 
yang  diajukan   kepadanya, hakim  sebagai   penegak 
hukum tidak boleh menolak suatu perkara dengan da- 
lih bahwa  hukum  atas perkara  tersebut  tidak ada atau 
kurang  jelas. Sebagai  pemikir dan  pelaku  kebijaksan- 
aan  di bidang  hukum  dan peradilan, hakim dianggap 
mengetahui semua  hukum  atau  curia novit jus.43 
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor 
48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman  yang 
menegaskan bahwa  Pengadilan dilarang  menolak  un- 
tuk memeriksa, mengadili,  dan memutus suatu perka- 
ra yang diajukan  kepadanya dengan dalih bahwa 
hukum  tidak ada  atau  kurang  jelas, melainkan wajib 
untuk memeriksa dan mengadilinya,44 maka hakim se- 
bagai organ pengadilan harus memberikan pelayanan 
kepada setiap  pencari  keadilan  dengan menyelesai- 
kan sengketa berdasarkan hukum tertulis, dan apabila 
tidak  menemukan hukum  tertulis,  hakim  yang  telah 
dianggap memahami semua  hukum,  wajib menggali 
hukum  tidak tertulis untuk memutus perkara  berdasar 
hukum sebagai orang yang bijaksana dengan bertang- 
gungjawab penuh kepada Tuhan  Yang Maha Esa, diri 
sendiri, masyarakat, bangsa  dan negara.45 
Sebagaimana diketahui,   salah  satu  sifat  penting 
dari hukum  tertulis terletak dalam  kekakuannya (Lex 
dura  sed tamen  scripta - hukum  itu keras/kaku,  tetapi 
begitulah  sifat tertulis itu).  Begitu  hukum  itu ditulis- 
kan  atau  menjadi  dokumen tertulis, maka  perhatian 
selanjutnya akan bergeser  kepada pelik-pelik penggu- 
naannnya sebagai  sebuah dokumen tertulis, sebagai 
sebuah teks.46  Selain  itu, ada  banyak  hal yang  tidak 
dapat terwadahi dalam  teks tertulis, seperti  suasana 
dan kebutuhan-kebutuhan yang ada  pada  suatu saat, 
serta moral  yang dipeluk masyarakat pada  suatu  ku- 
run  waktu  tertentu,   tidak  mungkin   terekam   secara 





42Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan  Hakim..., h.30 
43M.Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata,   (Jakarta:  Sinar  Grafika, 
2008), h.821. 
44Sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
45M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata..., h.821 
46Satjipto  Raharjo,  Hukum  dan  Perilaku, (Jakarta:  Penerbit  Buku Kom- 
pas, 2009), h.13-14. 
47Satjipto Raharjo, Hukum dan Perilaku..., , h.15-16. 
Dalam  penerapannya di lapangan dalam  konteks 
penegakan hukum,  hukum  tertulis tidak selalu sejelas, 
segampang dan sesederhana seperti dibayangkan 
orang,   kendati   dikatakan,  hukumnya  sudah   jelas. 
Hukum   adalah  dokumen yang  terbuka   untuk  atau 
mengandung penafsiran. Dalam menyelesaikan suatu 
sengketa,  hakim tidak dapat begitu saja memutus ber- 
dasarkan apa  yang  termuat  dalam  dokumen hukum 
tersebut.  Karena  sebagaimana disebutkan Bagir Man- 
an,  rumusan undang-undang sebagai  hukum  tertulis 
bersifat umum dan tidak akan pernah bisa menampung 
secara  pasti setiap  peristiwa  hukum.  Di sinilah peran 
hakim sesungguhnya terlihat,   yakni menghubungkan 
atau  menyambungkan peristiwa hukum  yang konkret 
dengan ketentuan hukum  yang abstrak.48 
Dalam  menjalankan perannya, idealnya  hakim 
berupaya dengan sungguh-sungguh untuk  mewujud- 
kan  tiga unsur,  yaitu  kepastian hukum,  kemanfaatan 
dan  keadilan  dalam  setiap  putusannya. Tetapi  dalam 
pelaksanaannya, jarang  terdapat putusan yang  men- 
gandung  tiga  unsur   itu  secara   proporsional.  Tidak 
jarang  terjadi  kepastian hukum  bertentangan dengan 
keadilan,  karena  sebagaimana disebutkan di atas,  lex 
dura   sed  tamen   sripta,  hukum   bersifat  keras/kaku, 
apabila   hukumnya telah  demikian   bunyinya, maka 
harus  dijalankan, meskipun  dalam  keadaan tertentu 
akan dirasakan tidak adil. 
Dalam praktek peradilan, sangat  sulit bagi seorang 
hakim intuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam 
satu  putusan. Pada  saat  menjatuhkan putusan yang 
lebih dekat  mengarah kepada asas kepastian hukum, 
maka  secara  otomatis,  hakim  barangkali  akan  men- 
jauh dari titik keadilan,  demikan juga sebaliknya.  Da- 
lam konflik antara keadilan  dan  kepastian hukum  ser- 
ta kemanfaatan pada  saat memutus perkara, seorang 
hakim   dengan  suatu   pertimbangan  yang   bernalar, 
akan  menentukan kapan  dirinya  berada di dekat  ti- 
tik kepastian hukum,  dan  kapan  harus  berada di titik 
keadilan.49 
Saat seorang  hakim telah menentukan untuk 
mengedepankan keadilan  dalam  perkara  yang telah 
pasti hukumnya,  dan  hukum  tertulis atau  undang- 
undang yang  berkaitan   dengan perkara  yang  dih- 
adapinya dianggap tidak memberikan keadilan  bagi 
pencari  keadilan,  disitulah hakim seringkali melaku- 
kan  tindakan menerabas  aturan-aturan  dalam  hu- 
kum  positif  (breaking   the  rules).  Inilah  kemudian 
yang sering disebut dengan contra legem; suatu 
putusan yang  diambil  oleh  hakim  yang  bertentan- 
 
 
48Bagir Manan, Suatu Tinjauan  terhadap Kekuasaan  Kehakiman dalam 
Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2004,  (Jakarta:  Mahkamah   Agung  RI, 
2005), h.209 
49Lintong  O. Siahaan, Peran  Hakim  Agung dalam  Penemuan  Hukum 
dan  Penciptaan Hukum  pada   Era  Reformasi  dan  Transformasi,  Majalah 
Hukum  Varia Peradilan  Tahun  ke XXI No.252  November  2006,  (Jakarta  : 
IKAHI, 2006), h.65-66
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gan  dengan bunyi  pasal  dalam  suatu  perundang- 
undangan.50 
Pintu  masuk  yang  dapat digunakan hakim  dalam 
hal ini adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor  48 Ta- 
hun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  dan  juga 
penjelasan pasal tersebut,  yang menyebutkan bahwa 
agar  putusan yang  dijatuhkan hakim  sesuai  dengan 
nilai-nilai  kebenaran dan  rasa  keadilan   masyarakat 
serta dalam  rangka mencapai keadilan  substansial.51 
Upaya   hakim  dalam   mewujudkan ketiga  tujuan 
hukum,  yaitu  keadilan,  kepastian dan  kemanfaatan, 
dalam  beberapa hal  tidak  dapat diwujudkan secara 
simultan,  karena  dalam  pertimbangan setiap  perkara 
yang  dihadapinya, hakim  bisa  saja  memiliki   argu- 
mentasi   yang   berbeda secara  diametris  dengan bu- 
nyi teks undang-undang yang semestinya diterapkan 
dalam  perkara  tersebut. 
Adanya putusan hakim yang didasarkan pada  con- 
tra  legem  selaiknya  dipandang sebagai  upaya  men- 
ciptakan   suatu  kepastian hukum   tentang   suatu  hal 
yang  bersifat  lebih substantif,  karena  pada  dasarnya 
kepastian hukum  bukanlah sesuatu  yang statis, tetapi 
dinamis  mengikuti alur gerak dan alur perubahan da- 
lam dinamika  masyarakat.52 
Dalam  upaya  melakukan terobosan hukum  demi 
menemukan keadilan,  para hakim di lingkungan 
peradilan agama,  hendaknya  menempuh  langkah- 
langkah metodologis  sebagai  berikut :53 
1.   Menjadikan  tujuan  syariah Islam (maqasid al-sya- 
riah) sebagai  basis utama  penafsiran dan takwil. 
2.  Melakukan  analisis terhadap sosio-historis (as- 
babunnuzul, asbabulwurud, dan  latar  belakang) 
atas  kasus-kasus  yang  ada  dalam  teks ayat-ayat 
hukum,   hadis-hadis  hukum   dan   juga  teks-teks 
hukum  dalam  berbagai peraturan perundang- 
undangan maupun kompilasi hukum  yang meru- 
pakan  sumber  hukum  tertulis. 
3.   Melakukan  analisa kritis terhadap sumber-sumber 
transmisi hadis dan kritik matan. 
4.   Melakukan  analisis bahasa dan  konteksnya untuk 
kemudian dilakukan  sinkronisasi  dengan prinsip- 
prinsip dasar  syariah  dan  asas-asas hukum  Islam 
baik  yang  bersifat  umum  maupun khusus,  serta 
asas-asas hukum  umum,  dengan mengacu kepa- 
da terwujudnya maqasid al-syariah. 





50M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan  Hakim..., h.125 
51Ahmad  Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim..., h.136 
52Lihat,  M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan  Hakim...,  h.125,  da- 
tertulis yang berupa fikih, kompilasi hukum,  filsafat 
hukum,  teori hukum,  asas-asas hukum,  kaidah-kai- 
dah hukum,  sosiologi hukum,  psikologi hukum  dan 
tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat. 
6.   Melakukan  identifikasi  aspek  kausalitas  (illat hu- 
kum)  dalam   teks     sebagai   jalan  ke  pemikiran 
analogis  (qiyas)  untuk  kebutuhan konteks  sosial 
(kasus) baru yang dihadapi. 
7.   Melalui metode analitik dari sumber-sumber hukum 
tersebut,   hakim   merumuskan  hukum   baru   yang 
mampu memberi  perlindungan hukum  dan  keadi- 
lan atas kasus yang dihadapi, kini, dan disini. 
8.   Apabila terjadi pertentangan antara legalitas hukum 
dengan keadilan,  maka harus diutamakan keadilan. 
9.   Apabila terjadi kontradiksi  antara asas dan tujuan 
hukum,  maka  harus  dipilih hukum  yang lebih be- 
sar memberi manfaat dan lebih kecil menimbulkan 
madarat (kerugian/kerusakan) bagi para  pihak. 
10. Dengan  rumusan hukum  baru  tersebut,  kemudian 
secara silogis diterapkan pada  kasus yang dihadapi. 
 
 
3. Studi kasus Putusan Kasasi  Nomor 110/K/ 
AG/2007 
 
1.  Analisa Yuridis mengenai Hadhanah dalam 
Perspektif Hukum Islam. 
 
a.   Pengertian Hadhanah. 
Hadhanah dalam hukum Islam, sebagaimana dijelas- 
kan  As Shan’ani, disebutkan dengan  “Al Hadhinah”, 
yang merupakan mashdar dari kata “Al Hadhanah” yang 
berarti  mengasuh atau  memelihara bayi (hadhanah as 
shabiyya).  Sayyid  Sabiq  mengemukakan, bahwa  had- 
hanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang 
masih  kecil laki-laki atau  perempuan atau  yang  sudah 
besar tetapi belum tamyiz, tanpa  perintah  daripadanya, 
menyediakan sesuatu  yang  menjadikan kebaikannya, 
menjaganya dari  sesuatu  yang  merusak,  jasmani  dan 
rohani,  dan  akalnya  agar mampu berdiri sendiri dalam 
menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung  jawab 
apabila  ia sudah  dewasa.54 
Menurut Abu Zahrah dalam kitab al-Ahwal al- 
Syakhshiyyah, hadhanah  secara  terminologis  adalah 
mendidik,   memelihara,  dan   mengasuh  anak   pada 
suatu masa tertentu,  ketika anak tidak bisa tidak mem- 
butuhkan seorang  ibu yang memiliki hak untuk  men- 
didiknya  menurut syara’.55 Senada dengan pendapat 
di atas,  Sulaiman Rasjid menyatakan bahwa  ‘hadha-
lam  pemaparannya  mengenai  kepastian  hukum  dan  contra  legem,  Natsir               
menyimpulkan  bahwa  putusan  hakim yang didasarkan pada  contra  legem
merupakan sebuah  upaya  penegasan bahwa  kepastian  hukum  itu adalah 
jiwa dari suatu  perundang-undangan, dan  tidak   dapat  dilihat hanya  dari 
teks undang-undang semata. 
 
231 
54Sayyid  Sabiq,  Fiqhus Sunnah, Juz II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983),  h. 
 
55Sebagaimana dikutip oleh Sirajuddin  Sailellah, Sudut  Pandang Pen-
53Mukti Arto, Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan  Hakim, (Yog- 
yakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.201 
gadilan terhadap Putusan  Kuasa Asuh Anak, artikel, Jurnal Mimbar Hukum 
dan Peradilan  Edisi Nomor 70 (Jakarta  :PPHIMM, 2010), h.182-183
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nah’  atau   ‘mendidik’  berarti   menjaga,  memimpin, 
dan  mengatur segala  hal yang  anak-anak belum  da- 
pat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam, Hadhanah dimak- 
sudkan  sebagai  pemeliharaan anak,  yakni  kegiatan 
mengasuh, memelihara dan  mendidik   anak  hingga 
dewasa  atau  mampu berdiri sendiri.56  Sejatinya,  had- 
hanah adalah suatu  kewajiban  atas  orangtua, ayah 
dan  ibu,  terhadap anak.  Akan tetapi,  dalam  hal ter- 
jadinya   perceraian  orangtua,  maka   hadhanah  pun 
bisa berubah menjadi  hak yang dapat disengketakan 
antara kedua  belah pihak, ayah  maupun ibu, tentang 
siapa  yang  lebih  berhak  untuk  mengasuh,  memeli- 
hara  dan  mendidik  anak,  dan  dalam  keadaan seperti 
ini, maka  pengadilan yang  akan  memberikan kepu- 
tusannya.57 
 
b.  Dasar Hukum Hadhanah. 
Ulama fiqh sepakat  menyatakan bahwa  pada  prin- 
sipnya  hukum  merawat dan  mendidik  anak  adalah 
kewajiban  bagi orang  tua,  karena  apabila  anak  yang 
masih  kecil dan  belum  mumayyiz  tidak dirawat  dan 
dididik dengan baik, maka akan berakibat  buruk pada 
diri dan  masa  depan mereka,  bahkan bisa  mengan- 
cam eksistensi jiwa mereka.   Secara  detil Firman Allah 
dalam  Alquran  Surat  al-Baqarah ayat  233  menjelas- 
kan mengenai kewajiban  perawatan, pengasuhan dan 




ϥ΃ Ω΃έ΃ ϦϤϟ  ϦϴϠϣΎϛ ϦϴϟϮΣ ϦϫΩϻϭ΃ Ϧόοήϳ Ε΃Ϊϟ΃Ϯϟ΃ϭ 
ΩϮϟϮϤϟ΃ ϰϠϋϭ  ΔϋΎοήϟ΃ ϢΘϳ 
ϻ· βϔϧ ϒϠϜΗ ϻ ϑϭήόϤϟΎΑ ϦϬΗϮδϛϭ ϦϬϗίέ Ϫϟ 
ΎϫΪϟϮΑ ΓΪϟ΃ϭ έΎπΗ ϻ ΎϬόγϭ 
΃Ω΃έ΃ ϥΈϓ  ϚϟΫ ϞΜϣ Ιέ΃Ϯϟ΃ ϰϠϋϭ  ϩΪϟϮΑ Ϫϟ ΩϮϟϮϣ ϻϭ 
ϥ·ϭ  ΎϤϬϴϠϋ ΡΎϨΟ ϼϓ έϭΎθΗϭ ΎϤϬϨϣ ν΃ήΗ Ϧϋ ϻΎμϓ 
ϢΘϤϠγ ΃Ϋ· ϢϜϴϠϋ ΡΎϨΟ ϼϓ ϢϛΩϻϭ΃ ΃ϮόοήΘδΗ ϥ΃ ϢΗΩέ΃ 
ϑϭήόϤϟΎΑ ϢΘϴΗ΃   Ύϣ 
ήϴμΑ ϥϮϠϤόΗ ΎϤΑ ΃ ϥ΃ ΃ϮϤϠϋ΃ϭ ΃ ΃ϮϘΗ΃ϭ 
 
Artinya : “Para  ibu hendaklah menyusukan anak- 
anaknya selama  dua tahun  penuh, yaitu bagi yang 
ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban 
ayah  memberi  makan  dan  pakaian kepada para 
ganlah  seorang   ibu  menderita kesengsaraan kar- 
ena  anaknya dan  seorang  ayah  karena  anaknya, 
dan waris pun berkewajiban demikian.  Apabila 
keduanya ingin menyapih (sebelum  dua tahun) 
dengan kerelaan  keduanya dan permusyawaratan, 
maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu 
ingin  anakmu  disusukan   oleh  orang   lain,  maka 
tidak ada  dosa  bagimu  apabila  kamu  memberikan 
pembayaran  menurut  yang   patut.   Bertakwalah 
kamu  kepada Allah dan  ketahuilah bahwa   Allah 
Maha  melihat  apa  yang kamu  kerjakan  “  (QS. Al 
Baqarah : 233) 
 
Kewajiban mengasuh dan memelihara anak meru- 
pakan  kewajiban  bersama antara suami  dan  istri da- 
lam masa ikatan perkawinan. Hal ini tercantum secara 
tegas  dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (3) 
yang berbunyi  : 
“Suami  istri memikul  kewajiban  untuk  mengasuh 
dan  memelihara anak-anak mereka,  baik  mengenai 
pertumbuhan jasmani,   rohani   maupun kecerdasan- 
nya, dan pendidikan agamanya”. 
Akan tetapi  apabila  hubungan perkawinan antara 
suami   dan   istri  terputus   oleh  sengketa   perceraian, 
maka  ibu  dan  atau  ayah  berkewajiban memelihara 
anaknya secara  sendiri-sendiri.58  Dalam  konsep  fiqh, 
ada dua periode bagi anak yang berkaitan dengan 
hadhanah.  Pertama adalah periode   masa   sebelum 
mumayyiz  dan  kedua  adalah periode  masa  sesudah 
mumayyiz.  Periode   sebelum   mumayyiz  adalah  dari 
waktu lahir sampai  menjelang  umur  tujuh  atau  dela- 
pan tahun.  59    Pada  masa  itu umumnya seorang  anak 
belum  mumayyiz  artinya  belum  bisa  membedakan 
antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi 
dirinya.  Sedangkan pada  periode   kedua  yaitu  peri- 
ode mumayyiz adalah masa  dari umur baligh berakal 
menjelang  umur dewasa. Pada  masa ini seorang  anak 
secara  sederhana telah  mampu membedakan mana 
yang berbahaya dan mana  yang bermanfaat bagi 
dirinya.  Oleh  karena  itu, ia sudah  dianggap mampu 
menjatuhkan pilihanya  sendiri  untuk  memilih  hidup 
bersama ayah  atau  ibunya. 
Berdasarkan hukum  materil yang diterapkan di In- 
donesia, untuk  pemeliharaan anak  pasca  perceraian 
kedua  orangtuanya, berlaku hal-hal sebagai  berikut :
ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani            




56Sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  1  huruf  g Kompilasi Hukum 
Islam 
57Pasal  41  Huruf  a  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang 
Perkawinan,  menegaskan bahwa  “Akibat putusnya  perkawinan  karena  per- 
ceraian,  baik ibu atau bapak  tetap berkewajiban  memelihara  dan mendidik 
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan  anak;  bilamana  ada 
perselisihan  mengenai  penguasaan anak-anak, pengadilan memberi  kepu- 
tusannya”. 
 
58Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh 
Munakahat   dan   Undang-Undang  Perkawinan,   (Jakarta:Prenada   Media, 
2007), h.328. 
59Masa  ini  termasuk  dalam  kategori  syarat  anak  yang  akan  diasuh 
(madhun) karena  masa  ini adalah  masa  saat  seorang  anak  masih  berada 
dalam  usia kanak-kanak dan  belum dapat  berdiri sendiri dalam  mengasuh 
hidupnya  sendiri, selain syarat usia yang masih kanak-kanak, madhun juga 
mensyaratkan kondisi  seseorang  berada  dalam  keadaan tidak  sempurna 
akalnya dan oleh karena  itu tidak dapat  berdiri sendiri, meskipun  telah de- 
wasa, seperti orang idiot. Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan  Islam 
di Indonesia...,  h.329
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-    Pemeliharaan anak  yang  belum  mumayyiz  atau 
belum berumur 12 tahun  adalah hak ibunya. 
-    Pemeliharaan anak  yang  sudah  mumayyiz  diserah- 
kan kepada anak  untuk memilih diantara ayah  atau 
ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. 
-    Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.60 
 
Secara  rinci ketentuan mengenai siapa  yang  ber- 
hak  atas  hak  hadlanah setelah  terjadinya  perceraian 
diatur  dalam  Kompilasi Hukum  Islam Pasal  156,  se- 
bagai berikut: 
a. Anak yang belum mumayyiz   berhak  mendapatkan 
hadlanah dari  ibunya,   kecuali  bila  ibunya   telah 
meninggal  dunia,  maka  kedudukannya digantikan 
oleh: 
1.  wanita-wanita dalam   garis  lurus  ke  atas  dari 
ibu. 
2. ayah 
3.  wanita-wanita dalam   garis  lurus  ke  atas  dari 
ayah 
4. saudara perempuan dari anak  yang bersangku- 
tan. 
5.  wanita-wanita kerabat   sedarah  menurut  garis 
samping  dari ibu. 
6.  wanita-wanita kerabat   sedarah  menurut  garis 
samping  dari ayah. 
b. Anak yang sudah  mumayyiz berhak  memilih untuk 
mendapatkan hadanah dari ayah  atau  ibunya. 
c. Apabila pemegang hadhanah  ternyata tidak dapat 
menjamin keselamatan jasmani  dan  rohani  anak 
meskipun  biaya  nafkah  dan  hadhanah telah dicu- 
kupi maka  atas permintaan kerabat  yang bersang- 
kutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak 
hadhanah kepada kerabat  lain yang  mempunyai 
hak hadhanah pula. 
d.  Semua  biaya hadhanah dan  nafkah  anak menjadi 
tanggung   jawab  ayah  menurut kemampuannya, 
sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa 
dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 
e.  Bilamana terjadi perselisihan  mengenai hadhanah 
dan nafkah anak,  Pengadilan Agama memberikan 
putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d). 
f.   Pengadilan dapat pula dengan mengingat  kemam- 
puan   ayahnya menetapkan jumlah  biaya  untuk 
pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang 
tidak turut padanya. 
 
2.  Dasar Pertimbangan  Hukum  oleh  Hakim 
dalam Putusan Kasasi Nomor   110 K/ 
AG/2007. 
Sebelum  memperhatikan  apa  yang yang menjadi 
dasar  pertimbangan hukum  (rasio  decidendi) hakim 
dalam  perkara  yang telah diputus  oleh Majelis Hakim 
 
 
60Sebagaimana isi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam 
tingkat Kasasi dengan  Putusan Kasasi Nomor 110/K/ 
AG/2007,  secara  singkat dapat dilihat duduk  perkara 
pada  perkara  tersebut  sebagai  berikut : 
“Suami-istri  Penggugat dan  Tergugat  telah  dikar- 
uniai  1  (satu)  orang   anak,   yang  lahir  di  Jakarta, 
tanggal  12  November 2001.  Selama  lebih kurang  2 
(dua)  tahun  terakhir dalam  perkawinan mereka  terus 
menerus  telah   terjadi   percekcokan  sehingga   tidak 
ada  harapan untuk hidup  rukun lagi. Meskipun telah 
diupayakan  untuk   menyelesaikan masalah  rumah 
tangga  Penggugat dan  Tergugat  secara  damai,  tetapi 
tidak berhasil. 
Mengingat anak dimaksud belum mumayyiz, Peng- 
gugat, dalam hal ini ibu kandung si anak, mengajukan 
supaya anak  berada dalam  pengasuhan dan  pemeli- 
haraan Penggugat sebagai ibunya.  Terhadap gugatan 
tersebut Pengadilan Agama tingkat pertama menetap- 
kan  pengasuhan dan  pemeliharaan anak  Penggugat 
dan  Tergugat  berada di pihak  Tergugat  (ayah  kand- 
ung  si anak).  Pada  tingkat banding, putusan penga- 
dilan agama tingkat pertama tersebut  dibatalkan, dan 
pengadilan tingkat  banding   menetapkan Penggugat 
(ibu si anak)  sebagai  pemegang hadhanah atas anak 
dan   memerintahkan  Tergugat   untuk   menyerahkan 
anak tersebut  kepada Penggugat.”61 
Selanjutnya dalam  Putusan Kasasi  Nomor 110/K/ 
AG/2007  mengenai perkara  ini, majelis hakim tingkat 
kasasi,  membatalkan putusan  tingkat  banding   dan 
mengadili  sendiri  dengan memutuskan untuk  men- 
etapkan hak  hadhanah atas  anak  dimaksud kepada 
ayah  si anak.  Putusan Majelis Hakim  tingkat  kasasi 
dalam  hal ini didasari  dengan pertimbangan bahwa 
mengenai pemeliharaan  anak,   bukan   semata-mata 
melihat  siapa  yang  paling berhak,  tetapi  harus  meli- 
hat  siapa  yang  lebih tidak mendatangkan kerusakan 
bagi si anak,  karena  yang  harus  lebih dikedepankan 
adalah kepentingan si anak,  bukan  siapa yang paling 
berhak. 
Keadaan ibu si anak yang pekerjaannya menuntut 
ia sering bepergian ke luar negeri  yang  mengakibat- 
kan ia tidak bisa senantiasa mendampingi si anak, dan 
keadaan  ternyata dalam   masa   berpisahnya kedua 
orangtua si anak,  si anak telah tinggal bersama ayah- 
nya  dengan perasaan tenang  dan  tenteram, adalah 
fakta  yang  menjadi  dasar  pertimbangan majelis ha- 
kim sekaligus dikuatkan oleh pernyataan si anak yang 
telah memilih untuk tinggal bersama ayah  si anak. 
Putusan ini terlihat  jelas menyimpangi ketentuan 
hukum  materiil baik yang  terdapat pada  nash  hadis 
mengenai hak  hadhanah  maupun  ketentuan yang 
termuat   dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  105. 
Pada  dua  ketentuan tersebut  secara  tegas ditetapkan 
 
 
61Mahkamah  Agung  RI, Yurisprudensi  Mahkamah   Agung  RI Tahun 
2008, (Jakarta:  MA RI, 2008), h.207
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pemberian hak  atas  hadhanah untuk  anak  yang  be- 
lum mumayyiz diberikan  kepada ibu si anak.  Dua ke- 
tentuan di atas  tidak diikuti dengan penjelasan yang 
memungkinkan penerapan  sebaliknya   pada   kasus- 
kasus  tertentu.   Peralihan  hak  atas  hadhanah  anak 
hanya  dapat terjadi apabila  pemegang hak hadhanah 
atas  anak  terbukti  secara  nyata  berdasarkan fakta di 
persidangan  tidak dapat menjamin keselamatan jas- 
mani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan 
hadhanah telah dicukupi. 
Penerapan contra  legem dalam  putusan kasasi ini 
didasarkan kepada maslahat yang lebih utama, yang 
oleh majelis dianggap lebih tepat untuk dikedepankan 
ketimbang  mengikuti  ketentuan hukum  materiil yang 
mengatur  tentang   pemberian  hak   hadhanah  atas 
anak.  Majelis hakim  dalam  perkara  ini berpendapat 
bahwa  pemberian hak hadhanah harus  mengutama- 
kan kepentingan si anak,  dan  pemberian hak hadha- 
nah  kepada ayah   si anak,  didasarkan kepada fakta 
tumbuh kembang si anak  dalam  kasus  ini ternyata 
lebih terjamin  bila si anak  tetap  tinggal bersama den- 
gan  ayah  yang  senantiasa merawat dan  meneman- 
inya  dibandingkan dengan  ibunya  yang  senantiasa 
melakukan perjalanan tugas ke luar negeri dan jarang 
memberikan kasih sayang untuk si anak. 
Meskipun secara tekstual, terlihat bahwa hakim 
tingkat  kasasi  melakukan contra  legem  dalam  putu- 
san di atas, akan tetapi secara penafsiran, sebenarnya 
hakim  telah  memperluas pemaknaan akan  substansi 
dari hukum  yang  mengatur tentang  hadhanah terse- 
but.  Pemeliharaan anak  pada  intinya  didasarkan ke- 
pada   hal-hal  yang  menjamin terpenuhinya  kebutu- 
han  si anak  dalam  rangka  tumbuh kembangnya, dan 
karenanya apabila  terdapat sengketa  dalam  hak asuh 
anak, maka yang dikedepankan adalah kemaslahatan 
dan  kepentingan si anak,  ketimbang   hak  orangtua, 
ibu ataupun ayah  terhadap si anak. 
Selain itu, dengan mengedepankan aspek ke- 
maslahatan dan  kepentingan anak,  sejatinya  putusan 
kasasi  di  atas  telah  memenuhi tujuan  hukum  yang 
tersurat  dalam  Pasal  14  Undang-Undang Nomor  23 
tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak dan Undang- 
Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perubahan 
atas   Undang-Undang  Undang-Undang  Nomor   23 
tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak. Terlebih  da- 
lam pertimbangannya Majelis tingkat kasasi juga me- 
nyebutkan bahwa  meskipun  si anak  telah ditetapkan 
hak pemeliharaannya jatuh pada  ayah  anak tersebut, 
akan  tetapi ibu si anak  tetap  berhak  dan  harus  diberi 
kesempatan  untuk   menemui,  berhubungan  secara 
tetap  dan  mencurahkan kasih sayangnya sebagai  ibu 
demi kepentingan tumbuh kembang optimal anak. 
 
Kesimpulan. 
1. Demi  mewujudkan  keadilan,   melalui  pelbagai 
metode penemuan hukum,   hakim  dengan  ke- 
wenangannya dapat memutuskan suatu  perkara 
di luar  dari  apa  yang  telah  ditentukan oleh  un- 
dang-undang, sehingga  lahir putusan yang bersi- 
fat contra legem. Penerapan contra legem  dalam 
putusan yang  dijatuhkan oleh  hakim  di lingkun- 
gan  peradilan agama didasarkan kepada upaya 
hakim  untuk  menemukan ruh  dan  jiwa dari  tu- 
juan   aturan    perundang-undangan  itu  sendiri, 
yakni demi tercapainya maqasid al syar’iyah. 
2. Dalam  Putusan Kasasi Nomor  16  K/ AG/2010, 
majelis  hakim  melakukan contra  legem  dengan 
memberikan bagian  dari  harta  peninggalan pe- 
waris  ke  ahli  waris  non  muslim,  demikian  juga 
pada   Putusan  Kasasi  Nomor   110   K/AG/2007 
yang   memberikan  hak   hadhanah  anak   yang 
belum  mumayyiz  kepada ayah  si anak.  Pertim- 
bangan hukum  hakim  dalam  dua  putusan con- 
tra  legem  tersebut  merupakan upaya  terobosan 
hukum   dengan  merekontruksi pemahaman 
mengenai  wasiat  wajibah   dan   pengkategorian 
kafir harb serta mengedepankan aspek utama 
dalam   pemeliharaan anak,   sehingga   meskipun 
dua putusan tersebut  tampak  mengeyampingkan 
peraturan perundang-undangan, akan  tetapi  se- 
jatinya putusan tersebut  merupakan upaya  untuk 
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